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BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA. SELATAN

NOMOR € TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Menimbang

Mengingat :

B

a. .Bahwa Peraturan Daerah

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

:Pendapaten dan Belanja Daerah (APBD) vyang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan'

tentang Perubahan ‘Arigg'a.ran:

quc;é.lam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan '

Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang telah disépakati antara Pemerintah Iﬁ'aerah -
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 ,

Agustus 2022;

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan ‘sebagaimana dimaksud '

'-_..‘,-.-P;_tsal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tehun 1945;
. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pemnberntikan .

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik '
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten. Bangka Tengah
‘ .'Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Behtung Tlmur di .

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

s = e .M._ﬂ.,—-,..n‘»..-.. - -



4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan .
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir |
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran !
Negara Republik Indonesia Nomor 5679; i

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan |
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang :
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang !
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana .
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 45785);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik'

Indonesia Nomeor 5165);



12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

14.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil -

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita -

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);
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21.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenagangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. |

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur,
penyelenggara Pemerintahan Daerah. :

6. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka;
Selatan. i
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7.

10.

11.

12.

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan. |
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode%
1 (satu) tahun. |
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi SKPD. i
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan @indakan pengerahan sumber daya baik yang

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa:
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/ jasa.
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periodé
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dipcroleﬁ
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran adalah selistih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu'r
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnyd
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yangT
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh:
pengguna anggaran. l
Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang;
bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas keluar untuki
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai

]
t

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. |



25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang tersedianya
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

menyatakan

dana untuk

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
semula sebesar Rp. 912.447.204.127,00 bertambah sejumlah
Rp.75.164.066.349,00 sehingga menjadi Rp. 987.611.270.476,00
a. Pendapatan Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah
Perubahan

. Belanja Daerah

1. Semula

2. Bertambah
Jumlah  Belanja
Perubahan

Daerah  Setelah
. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
a) Semula
b} Bertambah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula
b) Bertambah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah
Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan

Rp. 870.259.441.371,00
Rp. 49.839.779.880,00

Rp. 920.099.221.251,00

Rp. 912.447.204.127,00
Rp. 75.164.066.349,00

Rp. 987.611.270.476,00

Rp. 42.187.762.756,00
Rp. 27.324.286.469,00

|
Rp. 69.512.049.225,00
Rp. 0,00
Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 69.512.049.225,00

L

Rp. 0,00



Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp. 73.378.224.842,00

2. berkurang Rp. (11.010.160.607,00)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan  Rp. 62.368.064.235,00

b. Pendapatan Transfer

1. semula Rp. 796.881.216.529,00
2. bertambah Rp. 43.200.290.378,00 '
jumlah pendapatan transfer '

setelah perubahan  Rp. 840.081.506.907,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 17.649.650.109,00

jumlah pendapatan asli dacrah

setelah perubahan  Rp. 17.649.650.109,00

Pasal 4 .
(1} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah ,
1. semula Rp. 40.230.348.634,00 '
2. bertambah Rp. 1.715.850.000.00
jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 41.946.198.634,00

b.Retribusi Daerah
1. semula Rp. 11.132.473.900,00

2. berkurang Rp. (1.802.001.850,00)

jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 9.330.472.050,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. semula Rp. 4.700.000.000,00 |

2. bertambah Rp. 423.279.113.,00 E
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkari
setelah perubahan Rp. 5.123.279.113,00 '.




d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. semula Rp. 17.315.402.308,00
2. berkurang Rp. (11.347.287.870.00)
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 5.968.114.438,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat
1. semula Rp. 756.773.062.000,00
2. bertambah Rp. 29.888.278.111,00
jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan Rp. 786.661.340.111,00
b. Transfer Antar Daerah
1. semula Rp. 40.108.154.529,00
2. bertambah Rp. 13.312.012.267,00
jumlah transfer antar daerah
sctelah perubahan Rp. 53.420.166.796,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber :

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) semula Rp. 0,00
2) bertambah Rp. 17.649.650.109.00

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundanga-undangan setelah perubahan
Rp. 17.649.650.109,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: |
a. Belanja Operasional |
1. semula Rp. 638.136.981.036,00

2. bertambah Rp. 24.132.674.373,00 !
jumlah belanja operasional !
setelah perubahan Rp. 662.269.655.409,00 }

!




b. Belanja Modal

1. semula Rp. 160.017.833.038,00
2. bertambah Rp. 46.052.979.794.00
jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp. 206.070.812.832,00
c. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 13.700.000.000,00
2. berkurang Rp. (2.038.974.918,00)
jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 11.661.025.082,00
d. Belanja Transfer

1. semula Rp. 100.592.390.053,00

2. bertambah Rp. 7.017.387.100,00

jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp. 107.609.777.153,00

Pasal 6
(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf a, terdiri atas:
a. Belanja Pegawai
1. semula Rp. 328.648.417.618,00
2. bertambah Rp 16.926.220.113,00
jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 345.574.637.731,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1. semula Rp. 245.031.275.558,00
2. bertambah Rp. 50.044.675.120,00
jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp. 285.075.950.678,00
c. Belanja Subsidi
1. semula Rp. 45.000.000,00
2. berkurang Rp. ( 10.000.000,00)
jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 35.000.000,00
d. Belanja Hibah

1. semula Rp. 60.113.570.860,00
2. berkurang Rp. (40.426.295.860,00)
jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 19.687.275.000,00



e. Belanja Bantuan Sosial
1. semula Rp. 4.298.717.000,00
2. berkurang Rp. (2.401.925.000,00)
jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 1.896.792.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,

terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah
1. semula Rp. 0,00
2. bertambah Rp. 930.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp. 930.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. semula Rp. 46.729.756.806,00
2. berkurang Rp. (14.833.990.618.00)
jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan Rp. 31.895.766.188,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
1. semula Rp. 14.639.880.000,00
2. bertambah Rp. 29.683.841.117,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah perubahan Rp. 44.323.721.117,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1. semula Rp. 96.787.369.232,00
2. bertambah Rp. 16.995.213.530,00
jumlah belanja jalan, jaringan, dan irigast
setelah perubahan Rp. 113.782.582.762,00
¢e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. semula Rp. 1.860.827.000,00
2. bertambah Rp. 13.277.915.765,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 15.138.742.765,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Huruf ¢, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu

|
a. semula Rp. 13.700.000.000,00 |
|
b. berkurang Rp. (2.038.974.918,00} |
Jumlah belanja tidak terduga ,

setelah perubahan Rp. 11.661.025.082,00



(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas :
a. Belanja Bagi Hasil
1. semula Rp. 5.136.282.253,00
2. bertambah Rp. 290.179.178,00
jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 5.426.461.431,00
b. Belanja Bantuan Keuangan
1. semula Rp. 95.456.107.800,00
2. bertambah Rp. 6.727.207.922.00
jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 102.183.315.722,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas: :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula Rp. 42.187.762.756,00
2. bertambah Rp. 27.324.286.469,00
jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 69.512.049.225,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 2.000.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
semula sebesar Rp.42.187.762.756,00 bertambah sejumlali;
Rp. 27.324.286.469,00 sehingga menjadi Rp. 69.512.049.225,00 {

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'Fi
huruf b, Penyertaan Modal Daerah semula sebesar Rp.0,00!
bertambah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 sehingga menjadi!

Rp. 2.000.000.000,00 |

1
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Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaraan melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a,

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a.

. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib; ;
i
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda aka.nE

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintahé

Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan,

Daerah ini, terdiri dari: i

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang

Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang

Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;



3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI
12. Lampiran XII

13.Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintah  Daerah, Organisasi, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan beserta hasil dan sub
Kegiatan beserta keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelola Keuangan Negara; '
Rekapitulasi Perubahan Belanja Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Perubahan APBD; '
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;

Sikronisasi Program  Prioritas Nasiona;l
dengan Program Prioritas Daerah; 1
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarakan kembali dalam tahun anggaran
yang direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah



Pasal 11
Bupati Bangka Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal /2 Oktober 2022

(PUPA’I‘I BANGKA SELATAN,

IZA HERDAVID \

Diundangkan di Toboali

pada tanggal {20ktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ot et

EDDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR .............
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : /2022



